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GUBERNUR BENGKULU,
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Bahwa untuk mslaksanakan ketentuan
Fasal 14 ayaz (1) Paraturan Prasiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengada-
an Barang/Jasa Pemsrintah dan dengan
berpedoman pads Peraturan Kepala
Lembaga Kebijaken Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah nomor 002/PRT/KA/
VII/2009, maka Pemerintalh Provinsi
Hengkulu memandany perlu  membsntuk
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Hemarintah Provinsi Bangkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf
a, perlu ditetapkan Pergturan Guber-
nur 3Bengkuly tentany Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi PBengkulu,

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 13987
tentang Penibantukan frovinai
Bengkzlu (Lembsran Negara SHepublik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 'Tam-
bahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 2828)»

Undang - undang Nomor 5 Tahun 199%
tentahg Larangan FPraktek Monopoll
dan persaingan Usaha yang Tidak
Sehat {Lembaran Negara Republiik
Indonesia  Tshun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negars Republik
??dfnesia Nomor 3B1T);
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Undang - undang Nomor 28 Tahun 1899
tentang Fenyelanggars Negara yang
Bersih dan Babas daci Korupsi, Ko-
lusi dan Neporlsme |(Lenbaran Negara
Repubiik Indonesia Tahuin 1989 Nemor
7%, Tambahan Lembaran WNegara Repu-
bliik Indonesia Namor 3851);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan MNegara (Lembaran
Negara Republik Indonesis Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Neomor 1 Tahun 2004
tentang Perbsndaharaan Negara (Lem-
garan Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nagara Republlk Indonssla Nomor
4355);

findang - Undang Nemor 10 Tahun 2004
tantang Pembentukan PFeraturan Per-
undang = undangan {(Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang - undang Nomer 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesis Nomor €400);

Undang - lndang Nemor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daersh (Lemba-
ran Negarzs Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembarsn
Negars TRepublik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah be-
berapa kall tsrakhir dengan Undang -
Undang Nemor 12 Tahun Z200B tentany
Ferubahan Redus atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintshan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesiza Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elsktronlk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 200B Nemor 58, Tam-
pshan  Lembaran  Negara  Republik
indonesis Nomor 4843);
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beserts Perangkat Dasrah sebagsi
Unsur penyeienggara Pemerintal
Daarah.

3. Gubernur adalah Gubsrnur Bengkulu.

4. Sa2kretaris Daerah adalah Sekretaris
Diaerah Provinsi Bengkulu.

5. Biro Umum adaleh Biro Umun Sskre-
tariat Daerah Frovinsi Bsngkulu.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
salanititnya disebut SXPD adalah Sa-
tpan Kerja Perangkat Daersh: di Ling-
kungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

7. PFangadasn Barang/Jssa Pemsrintah
yang sslanjutnys dissbut Pengadaan
EBarang/Jasa adalah Xegiatan wntuk
. memperclesh  Rarang/Jasa oleh SEED
st yang FProsaanya'dimulal dari Fsrsncs-—
naan kebutuhan sampal disslesai-
kannya seluruh Keglatan untuk mempe-
roleh Barang/Jasa,

8. Unit Layanan Fenaadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi fengkulu yang
salanjutnys dissbut ULP adalah Upit
Layanan Fengadaan yang bertugas me-
nyelenagarakan seluruh pelayanan ps-
ngadaan barang/jasa yang dilakukan
olish Pemerintah Provinsi Bangkulu
dan semus kegiatan penyelenggaraan
pangadaan barang/jasa pada Dinas/
Hadan/Rantor/Lembags/Satuan Kerja/
BUMD di Pemerintah Provinsl
Bengkulu.

9. Iayanan Pengadaan Barang/Jssa Secara
Eiektronik (LPSE) Pemsrintah Prowvin-
#i Bsngkulu adalah unit kerja yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sis-
tem pelayanan Pengsdsan Barang/Jasa
secara elextronik.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disebut PA adalah pejabat pemegang

kewensngan psnggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguns Anggaran yang salan-
jutnys disebut EPA adalah Pejabat
yvang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian KeWwenangan PA dalam melak-
sanakan sebaglan tugas dan  fungsi
SKPD serts untuk menggunakan Angga-
zan SKPD,
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12+ ?&ﬁab\lt Fembuat Komitmen yang =alan-
jutnys dissbut PPK adalsh Pejabat

yang bertangqung fawab atas pelaksa-
naan pengadaan baranyg/jasal

13, Pengguna Barang/Jasa. adalah pejabat:
PEmAgAang kewenangan pengyunsan ba-
‘rang dan/atau Jjasa milik Hegara
/baerah dimasing - masing SKPD.

14. Penyedis Barang/Jasa &dalsil badan
usaha atau arang perssorangan yang
menyediskan Dbarang/pekerjaan  kon-
struksl/Jasa konasultasi/Jdasa lain-
nyaA

15, Barang adalah seunp benda baik
berwujud maupun tidak berwujud,
bBergerak maupun tidsk bergerak; vang
depat diperdagangkan dipakai, diper-

= gunakan atau dimanfaatkan olsh peng-
\ guna barang.

16+ Pakerjaan Honstrukal adalah seluruh
pekerjaan yang berhubungan dengan
konistruksi bangunan atau pembuatan
wujud lainnya-

17, Jasa Kﬁ(wulta;\si -adalsh jass layanan
- Profesisnal yang membutubkan keah-
lian rtertentu diberbagal bidang ke-
iimuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).

18, Jusa lainnya adalah jasa yang mem-
butuhkan kemampuan tertentu yang me-
ngutamakan keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tsta kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesatlkan suatu pekerjaan
atau segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain jaza konsul-
tansi, pelaksanaan pekerjaan Kon-
strukal dan pengadaan barang,

19, Industri Kreatif adalan industri
yang berasal dari pemanfaatan krea-
tifitas, gagasan orisinal, ketaram-
pilan serta bakat individu' untuk
menciptakan: kebijaksanaan serta ls-
pangan pekerjaan melalul penciptasn
dan pemanfastan daya kreasi dan days
cipta.

20, Dokumen Pengadaan adalah dokumern
~yang ditetaphn cleh Unit Layanan
fangadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harvs ditsati oleh
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para pilhak dalam prosss peangadaan
barang/jasa.

21. Rontrak pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya dissbutr Kontrak adalsh
perdaniian tertulis antara PP de-
ngan peryediz Barang/Jasa atau pe-
Iaksana swakelola.

22. Sertifikar Meanllan Pengadaan Barang
/jasa Pemerintah adalah tanda bukel
pangakuan &tas komperensi dan ka-
mampuan profesi di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah yang di ke-
luarkan LKPP.

BAE 1T
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAR, KEANGGOTAAN,
TUGAS, KEWENANGAN OAN SUSUMNAN
ORGANISASY
Bagian #esatu
Pembantukan

Pasal 2

Dengan Paraturan Gubernur Bengkulu ind
dibentuk Unit Layanan Pangadaah Barang
fJasa Pemerintah Provissl Bengkulu yang
bersifat non Struktiral,

Bagian KRedua
¥edudukan

Pasal 3

Unit layanan Pengadaan sebagaimana di-
maksud pada Pasal 2, secara teknls
fungsional berads i bawah kKoordinasi
Szkrenaris Dssrah dan bertanggungjawab
kapada Gubernur Bengkulu.

Bagian Kstlga
Keanggotaan, Tugas dan Kewenangan

Pasal ¢

Reanggotsan Unit CLayanan Pengadaan ba-

rang/4asa wajib ditetapkan untuk:

a. Pangadaan barang/peksrijaan kon—
struksi/jasa lalnnys di atas Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah);
dan

b. Pengadsan jasa konsultansi, di atas
Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta
rupiah).



Fasal b

Dalam melaksanakan tugas Unit Lavanan
Fengadsan Barang/Jasa mempunyal kaws-
nangan meliputi 3

a&. menyusun rencana pemilihan Penyedia
Bsrang/Jasa:

b. manstapkan Dokumen Pangadaan:

c. menatankan besaran nominal Jaminan
Penawaran;

d. mengumumkan  pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jdasa di webszite dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat,
serta menyampalkan ke Lavanan Penga-
daan Barang/Jasa Secara Elektronik
(LPSE) Pemerintah Provinsi Pengkulu
untuk diumumkan dalam -pertal Fenga-
daan Naslonal;

e, menilai koslifikasi Penyadia Biarang
/oasa melalul prakpalifikasi atsu
pascakualifikaei;

= £. pelakukan avaluael administrasi, tak-
nis dan harga terhadap penawaran yang
masuk. _

g. menjawab sanggahani

h. menetapkan penyedis barang/isss untuk
1. pelelangan atay penunjukan lang-

sung untuk paket ¥engadaan Barang
/Pekeriaan Konstruksl/Jasa Lainnya
yarg bernllal paling tinggi Rp.
100.000.000.000,~ tsaratus millse
rupiah)

2. seleksi atau penunjukan langsung
unruk pakst Pengadaan Jasa Konsul-
tansi yang bernilai paling tinggl
Rp, 10.000.000.000,~ (sepuluh mil-
yar rupiah);

i. menyerahkan salinan Dokumen Eamilihan
Penyedia Barang/Jdasa kepada PR/EPA
/FPK;

j. menyimpan dokumen asii Pemillhan Pe-
nyadia Barang/Jaga;

k. menyusun laporan mengenai proses dan
ha=z1ll Pengadaan Barang/Jasa kapada PA
JEPA/PPR dan/atau laporan mengenal
pelaksanaan tugas Psngadaan Barang
/Jasa kepada Gubernur Bengkulu.

Baglan Keempat
Susunan Organisasi
Paragraf 1
(Fmidm

Pasal 6

(1) Susunan Organisasl WUnlt Layanan Pe-
ngadaan, terdiri dari :
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Fempunysi fungsi:

&, penyusunan bahan fasilitasi, koor-
dinasi, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

b, pelaksanasan penatausahaan dan ke-
sekretariatan Unit Layanan Penga-
dzany

c: fasilitasi pengkoordinasian prosss
pelaksanaan pengadsan Barang/Jasa
dangan SKPD:

d. fasilitasi pengkoordinasian penye-
dizan ‘sarand dan prasarana penun—
jang palaksansan pengadaan Barang
/Jasa sscara manual dan elek-
tronik;

8. fasilitasi pengkoordinasi pengalo-
kasian sumber daya manusia dan He-
lompox Xerda;

f.pensrimasn daftar paket pekariaan
Jkegiatan yang akan dilelang dari
saeluruh SKPD; dan '

g.pemiiahan dan pendistribuslian ke-
Giatan kepatia meluruh Kelompok
Harja.

Pasal 8

Sekei: Pelavanan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8§ ayat (1]  huruf & mem-
punysi ctlgas melakssoaksn pelayanan
dsiam Pengadaan Barang/ Jasa.

Uslam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi peia-
yanan  mempunyal Iungal menyispkan
dokumen, sarana dan prasarana lain-
nya yang dibutuhkan daiam Pengadaan
Barang/Jasa.

Pazal 10

Seksl Personalia dan Esuangan seba-
gaimana gimaksud pada Pasal B ayst
11} hBuruf s mempunysl tugas melaksa-
nakan fungsl ketatausahaan Unit
Layanan Fengsdasn.
Dalam melsksanakan tugas- sebagaimana
dimaksud. pada ayat |1}, Seksi Perso-
nslis can Hauangan smempunyai’ fungsi:
EN ptl&kmm pengelolaan urusEn
ta, tats usshs,

personaita
pezlugkqnn dan rumah tangma;

my&&m gan pemsliharasn sarsns
dan prasarana gantor.
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Kelompok Ketja

Kelompok Kerja (Pokja L)
1 Kstua
L Sekretans
3. Anggota
: 4 Anggota
A Anggots

Kelompok Kerja (Pokja 2),
dst

ferangan

: Garis Komando
1 Garis Fungslonal

|

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINS| BENGKULU

SKPD s

LAMPIRAN |
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
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PERATURAN GUBERNUR BENGKULL
TAHUN Qe o

ol
UNIT LAYANAN PENGADAAN PENGADAA
BARANG/IASA PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

KEPALA
....... i SEKRETARIS
14
T SEKS! SEXS)
STAF PENDUKUNG SEKSI PELAYANAN RSONALIA & KEUANGAN INFORMAS! & PENGADL

T
|

GUBERNUR BENGKULU,

WAKI, GUBERNUR 7

u. JUNAMDE HAMSYAH




